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BAB III 

STATUS ANAK YANG LAHIR SETELAH ISTRI DITALAK AKIBAT 

PENGINGKARAN MENURUT HUKUM POSITIF 

 

 

 

A. Definisi Anak Dalam Hukum Positif 

      Dalam Kamus Bahasa Indonesia di kemukakan bahwa anak adalah 

keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari 

segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun 

untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan 

lebih lanjut kata “anak” bukan hanya dipakai untuk menunjukkan 

keturunanan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan 

asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak 

terbut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.
1
 

       Mengenai definisi anak dalam Undang-undang hukum Positif anak 

terbagi menjadi dua, yakni anak sah dan anak luar kawin. Anak sah dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada 

Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dan atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah”. Kemudian anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, hal ini terdapat dalam Pasal 43 ayat 1. Namun Pasal 43 

telah mengalami penambahan pada isi pasal setelah adanya yudicial riview 

mengenai Pasal 43 mengenai status anak luar kawin. Pada tanggal 17 

                                                             
1 Wjs Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Balai Pustaka), 38. 
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Februari 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor. 

46/PUU-VII/2010 tentang uji materiil Pasal 43 ayat (1) sehingga Pasal 43 

tersebut harus di baca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”.2 

       Sejalan dengan pengertian di atas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 

99 juga dijelaskan bahwa yang di maksud anak sah adalah anak yang di 

lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami 

istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian 

dalam Pasal 100 dijelaskan anak yang lahir di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

       Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 250 

dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan atau di besarkan 

selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Dalam pasal ini 

memberikan penekanan bahwa anak bisa di anggap anak sah jika anak 

tersebut terlahir selama masa perkawinan, sedangkan anak yang lahir setelah 

perkawinan terputus maka anak tersebut tidak bisa disebut anak sah (anak 

luar kawin). Anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(Burgelijk Wetbook) Terbagi menjadi 3 macam yakni : 

                                                             
2
 Amar Putusan Nomor.46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi tentang yudicial riview Pasal 

43. 
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1) Anak wajar/anak alami (naturlijke kinderen) adalah anak hasil 

hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan dan keduanya 

tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan keduanya 

tidak dilarang nikah. 

2) Anak sumbang (bloedschenning/incest) adalah anak hasil hubungan 

laki-laki dan perempuan di luar nikah yang keduanya tidak dalam 

ikatan pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang nikah 

contohnya antara saudara sekandung. 

3) Anak Zina (overspel) adalah anak hasil hubungan laki-laki dan 

perempuan yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan 

pernikahan dengan orang lain.
3
 

     Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pengertian anak sah 

dalam hukum Positif adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan seksual 

antara pria dan wanita yang telah melangsungkan akad nikah secara sah. 

B. Dasar Hukum Keabsahan Anak dalam Hukum Positif. 

       Sebagaimana telah kita ketahui bahwa asal usul anak merupakan 

dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan 

ayahnya. Seorang anak sah ialah anak yang lahir dari perkawinan yang 

sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak dianggap anak sah 

dari ayah biologisnya tentunya sukar di dapatkan.
4
 

                                                             
3  Juswito Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, (Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 104. 
4  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983),  48. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 
 

       Di Indonesia, masalah asal-usul anak terdapat beberapa ketentuan 

hukum yang berbeda beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, 

utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum 

yang berlaku juga berfariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku di 

Indonesia yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan peraturan 

yang memuat nilai-nilai hukum Islam, Hukum Perdata  yang termuat 

dalam KUH Perdata atau B.W. (Burgelijk Wetbook), dan Hukum adat 

yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai 

persamaan, namun dalam hal asal usul anak memiliki perbedaan yang 

segnifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etik dan moral. 

       Menurut ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

dijelaskan anak dapat di katakan sah jika anak tersebut dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut 

terdapat dua kemungkinan seorang anak bisa dianggap sebagai anak sah 

yakni : 

1. Anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan 

2. Anak tersebut dilahirkan akibat dari perkawinan   

       Mencermati ketentuan yang ada dalam Pasal 42, kapanpun lahirnya 

anak, asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah 

laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu si anak adalah yang 

menyebabkan kehamilan atau bukan, maka anak tersebut adalah anak sah. 
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       Sehubungan dengan hal di atas dalam kitab Undang-undang Hukum 

Perdata juga dijelaskan mengenai anak sah yaitu apabila anak tersebut 

dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh 

suami ibunya sebagai ayahnya (Pasal 250).
5
 Jadi anak yang dilahirkan 

dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status untuk memakai 

nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-

usulnya.
6
 

       Dalam hal ini berarti, anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan 

suami ibunya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat 

disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut : 

a. Dilahirkan, atau 

b. Tumbuh sepanjang perkawinan 

       Pada Pasal 251, keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari 

yang ke-180 setelah perkawinan dilangsungkan, maka sebagai suami, ia 

boleh menyangkal keabsahan anak tersebut. dan juga di dalam Pasal 255, 

juga dijelaskan, anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah 

perkawinan dibubarkan adalah anak tidak sah. 

       Melihat kedua Pasal diatas antara Pasal 251 dan Pasal 255 KUH 

Perdata memberikan sebuah patokan batasan usia kehamilan kapan 

seorang anak bisa dikatakan anak sah atau anak luar kawin, yakni apabila 

                                                             
5 Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pranadnya 

Paramita, 2004),  62. 
6 Abdul Manan, Masalah Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam Dan Hubunganya Dengan 
Kewenangan Peradilan Agama, Mimbar Hukum, No. 59 Thn XIV, (Jakarta: Al-Hikhmah & 

DITBINBAPERA Islam, 2003), 110. 
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anak tersebut lahir kurang dari 180 hari setelah perkawinan 

dilangsungkan maka anak tersebut tidak bisa dikatakan anak sah, bigitu 

pula apabila anak tersebut lahir setelah 300 hari setelah perkawinan 

dibubarkan maka anak tersebut adalah anak tidak sah (anak luar kawin). 

       Jadi menurut ketentuan Undang-undang suami dianggap sebagai ayah 

sah dari anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya di antara hari 

dilangsungkan perkawinan sampai dengan hari ke-300 atau terhitung dari 

bubarnya perkawinan (299 hari).
7
 

C. Status Anak Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran. 

       Sebelum membahas tentang status anak yang lahir setelah istri 

ditalak akibat pengingkaran dalam hukum Positif, maka terlebih dahulu 

dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pengingkaran atau 

penyangkalan status anak (li’an) di dalam hukum acara. Perkara 

pengingkaran atau penyangkalan status anak (li’an)  adalah perkara yang 

di ajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan atau gugatan 

cerai atas alasan salah satu pihak melakukan zina atau mengingkari anak 

yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Mengenai penjelasan lebih lanjut 

mengenai penyangkalan status anak akan di jelakan sebagai berikut : 

a) Pengingkaran Keabsahan Anak Menurut Hukum Positif.  

                                                             
7 Raden Seotojo Prawirohamidjojo & Marheta Pohan, Hukum Orang dan Keluarga ,Cet.4 

(Surabaya: Airlangga Universitiy Press, 2008), 166. 
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       Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 44 seorang suami dapat 

menyangkal keabsahan anak jika : 

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan 

oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya 

telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan. 

2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak 

atas permintaan pihak yang bersangkutan. 

       Pada ayat (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan 

terhadap sah atau tidaknya anak tersebut: “pengadilan memberikan 

keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang 

berkepentingan.” 

       Dari ketentuan di atas bahwa seorang suami diperbolehkan 

mengingkari anak yang dilahirkan oleh istri jika seorang suami dapat 

membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat 

dari perzinahan itu. Artinya, bila suami atau ayah dari anak tersebut 

tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, maka pengingkaran tidak 

dapat dilakukan. Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk 

mengucapkan sumpah li’an berkaitan dengan keputusan yang akan 

dikeluarkan tentang sah/tidaknya anak tersebut. 

       Sejalan dengan ketentuan pada Pasal 44 Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Kitab Undang-undang 
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hukum perdata juga menjelaskan mengenai penyangkal keabsahan 

anak. Seorang suami dapat menyangkal keabsahan seorang anak 

kecuali dalam empat hal, yaitu : 

1) Bilamana anak dilahirkan sebelum hari ke-180, terhitung sejak 

hari dilangsungkan perkawinan. 

Dalam hal tersebut di atas, suami dapat menyangkal keabsahan 

anak yang dilahirkan oleh istri, kecuali : 

a. Bilamana suami sebelum perkawinan telah mengetahui 

bahwa istrinya telah mengandung (Pasal 251 sub 1 BW); 

b. Bilamana suami telah ikut hadir, ketika akte kelahiran dibuat 

dan ia telah mendatanganinya atau bila akte tersebut 

memuat pernyataan dari suami bahwa ia tidak dapat 

mendatanganinya (Pasal 25 sub 2 BW); 

c. Bilamana anak dilahirkan dalam keadaan tidak hidup (Pasal 

251 sub 3 BW) oleh karena masa konsepsi (masa kehamilan) 

yang terpendek adalah 180 hari. Maka anak yang dilahirkan 

sebelum 180 hari terhitung sejak hari perkawinan dapat 

dipastikan bahwa anak tersebut tumbuh  sebelum 

perkawinan di langsungkan. Singkatnya, anak tersebut 

dilahirkan dalam perkawinan, tetapi tumbuh di luar 

perkawinan. Oleh karena itu suami diberikan hak untuk 

menyangkal bahwa ia adalah ayah dari anak tersebut. 
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       Hak tersebut diatas tidak diberikan kepada suami, bilamana 

sebelum perkawina ia telah mengetahui bahwa istrinya dalam 

keadaan hamil. Karena hampir dapat dipastikan bahwa suami 

adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya. 

2) Bilamana suami sejak hari ke-300 sampai 180 hari sebelum 

lahirnya anak, baik karena pisah, maupun sebagai akibat suatu 

kebetulan, sehingga berada dalam ketidak mungkinan untuk 

bersetubuh dengan istrinya secara nyata (pasal 252 BW). 

       Seorang suami yang menyangkal keabsahan anak menurut 

ketentuan Pasal 252 BW harus membuktikan bahwa dalam masa 

anak ditumbuhkan (conceptie tijdperk), ia jelas tidak mungkin 

bersetubuh dengan istrinya, oleh sebab : 

a. Dalam keadaan pisah, maksud kata “pisah” ialah pisah 

sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan suami istri 

itu untuk bersetubuh, misalnya, salah satu pihak berada di 

luar negeri atau di penjara atau dalam keadaan sakit yang 

cukup lama. 

b. Akibat suatu kebetulan (toeval), maksud dari kata 

“kebetulan” ialah setiap sebab yang tidak memungkinkan 

suami istri untuk bersetubuh, misalnya karena sang suami 

sakit keras. 

3) Jika istri berbuat overspal dan menyembunyikan kelahiran anak 

tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 B.W.). 
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       Hal tersebut diatas hanya mungkin terjadi, bila suami istri 

tidak hidup bersama, misalnya dalam keadaan pisah meja dan 

tempat tidur atau dapat juga karena istri diketahui hidup bersama 

orang lain. 

       Bilamana suami hendak melakukan penyangkalan tentang 

keabsahan anak, maka ia wajib membuktikan : 

a. Bahwa istri melakukan overspal, dan 

b. Bahwa kelahiran anak disembunyiak terhadapnya.\ 

       Perlu diperhatikan bahwa hanya perbuatan overspal dapat 

mengakibatkan tumbuhnya seorang anak yang keabsahanya di 

sangkal dan juga dapat digunakan sebagai alasan. Jadi, perbuatan 

overspal harus dilakukan dalam masa hari ke-300 sampai dengan 

ke-180 sebelum anak dilahirkan. 

      Perbuatan overspal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu 

dengan keputusan hakim seperti halnya dalam perkara perceraian 

terlebih dahulu. Perbuatan overspal dapat dibuktikan dapat 

digunakan sebagai dasar penyangkalan terhadap keabsahan anak 

dan sekaligus untuk membuktikan adanya perbuatan 

menyembunyikan kelahiran anak. 

4) Bila anak dilahirkan 300 hari setelah hari putusan pisah meja dan 

tempat tidur memperoleh kekuatan tetap (Pasal 254 B.W). 
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       Jika suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan hasil 

dari persetubuhanya, maka hakim akan memutuskan perkara tersebut 

sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Jika 

penyangkalan dinyatakan sah, meskipun telah terjadi perdamaian 

antara suami istri sehingga membatalkan pisah meja dan tempat tidur 

maka anak tersebut tidak akan memperoleh status sebagai anak sah. 

Hal demikian adalah logis oleh karena penyangkalan anak bersifat 

mutlak dan tidak dapat di tarik kembali. Dengan suatu putusan yang 

sama, perkawinan tidak akan menjadi bubar dan kemungkinan bahwa 

anak itu betul-betul dibenihkan oleh suaminya. Oleh karena itu 

undang-undang mengizinkan istri untuk mengajukan bukti 

sebaliknya (tegen bewijs), misalnya bukti tentang keayahan dari 

suaminya. 

b) Prosedur Penyangkalan Anak Menurut Hukum Positif.  

       Mengenai prosedur dan tata cara penyangkalan anak yang 

dilakukan oleh suami telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Seorang suami yang mengingkari keabsahan seorang anak yang 

dilahirkan dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan 

Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 

hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui 

bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang 

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama 
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(Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam). Pengingkaran yang di ajukan 

sesudah lampau watu tersebut tidak bisa diterima.
8
 

       Sedangkan mengenai tata cara penyangkalan status anak diatur 

dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut : 

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau 

pengingkaran anak tersebut, di ikuti sumpah kelima dengan kata-

kata “Laknat Allah SWT atas dirinya apabila tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut dusta”. 

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan 

sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 

murka Allah SWT atas dirinya bila tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut benar”. 

c. Tata cara pada huruf a dan b merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan. 

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, 

maka dianggap tidak terjadi li’an. 

c) Status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran 

menurut Hukum Positif. 

       Dalam hukum Positif seorang suami yang mengingkari status 

anak yang dilahirkan oleh istrinya maka seorang suami harus 

                                                             
8 Amiur Nuruddin, MA & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari, UU No. 1/1974 sampai KHI, Cet. 1, (Jakarta: Kencana 2004), 

284-285 
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membuktikanya di muka persidangan bahwa apa yang dituduhkan 

adalah benar. Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara 

perdata diatur didalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang hukum 

perdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari : 

a. Bukti Tulisan 

       Alat bukti tulisan adalah: “segala sesuatu yang memuat 

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati 

atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan 

untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan 

sebagai pembuktian”. 

       Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta 

dan surat bukan akta. Sedangkan akta dapat dibedakan menjadi 

akta autentik dan akta dibawah tanggan. DNA termasuk dalam 

kategori akta autentik. 

b. Bukti saksi 

       “Alat bukti saksi dalam Islam disebut dengan sya>hid (saksi 

lelaki) atau sya>hidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata 

musya>hadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala 

sendiri”. Dasar alat bukti saksi menurut Islam terdapat al-

Qur’an, surat Al-Baqarah ayat 282. 

c. Persangkaan 

       Alat bukti persangkaan adalah “kesimpulan yang oleh 

Undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa 
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yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak 

diketahui umum”.
9
 

       Menurut Pasal 1951 KUH Perdata, ada dua macam 

persangkaan, yaitu persangkaan menurut Undang-undang dan 

persangkaan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik 

oleh hakim. 

d. Pengakuan 

       Alat bukti pengakuan dalam acara peradilan Islam disebut 

al-iqra>r dan dalam bahasa Acara Peradilan umum disebut 

bekentenis (Belanda). Confenssion  (Inggris). Yang artinya ialah 

pengakuan atau pernyataan yang dikemukakan salah satu pihak 

kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara “di 

muka sidang” bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawanya 

adalah benar.
10

 

e. Sumpah. 

       Alat bukti sumpah adalah suatu keterangan atau peryataan 

yang dikuatkan atas nama tuhan, dengan tujuan agar orang yang 

bersumpah tersebut takut atas murka Tuhan apabila dia 

berbohong, sehingga terdorong untuk menerangkan yang 

sebenarnya.
11

 

                                                             
9
  Ibid, 684. 

10  Ibid, 722. 
11  Ibid, 745.  
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       Alat bukti sumpah dalam hukum acara perdata, menurut 

sistem HIR artau RBG dikenal tiga macam : 

1) Sumpah Supletoir Atau Sumpah Pelengkap 

Yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para 

pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian. 

2) Sumpah Penaksiran (pasal 155 HIR,182 RBg, 1940 BW) 

Yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena 

jabatanya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang 

ganti rugi. 

3) Sumpah Decissoir atau Sumpah Pemutus (pasal 156 HIR, 

183 RBg, 1930 BW) 

Yaitu sumpah yang dimohonkan kepada majelis hakim oleh 

salah satu pihak agar pihak lawan mengangkat sumpah. 

Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila tidak ada alat 

bukti sama sekali. 

       Dalam hukum pembuktian tidak ditentukan lagi jenis atau 

bentuk alat bukti secara tertentu seperti yang disebutkan di atas, 

tetapi juga bisa dengan alat bukti lain, sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, Artinya alat bukti yang sah dan 

dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu. Sangat 

beralasan karena hal ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

dapat menerima pembuktian asal usul anak melalui hasil 

pemeriksaan secara medis yang dikenal dengan tes DNA. Dengan 
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bukti surat resmi dari laboratium/ rumah sakit dan keterangan 

dokter tersebut, hakim akan dapat mengambil keputusan bahwa 

anak tersebut benar atau tidak berasal dari ayahnya. implikasi dari 

putusan pengadilan tersebut akan mempengaruhi sekali terhadap 

nasab/keturunan, hak-hak pemeliharaan dan pendidikan anak 

tersebut. 

       Dalam kasus penyangkalan status anak yang dilakukan oleh 

suami, maka dalam hal pembuktianya status anak tersebut bukanlah 

persoalan yang mudah. Dalam masalah penyangkalan status anak 

maka bukti utama yang bisa digunakan ialah akte kelahiran anak 

tersebut (Pasal 261 BW). akte kelahiran anak menjadi bukti utama 

jikalau perkawinan kedua orang tuanya dapat dibuktikan (akte 

perkawinan). Dari akte kelahiran tersebut dapat diketahui, 

mengenai : 

a. Siapakah ibu dari anak itu; dan 

b. Kapan anak itu dilahirkan. 

       Jika anak terebut dilahirkan setelah perkawinan bubar, maka 

dengan akte kematian atau akte perceraian yang dibuat oleh 

penjabat Catatan Sipil dapat dinyatakan sebagai bukti apakah anak 

tersebut masih dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari setelah 

perkawinan orang tuanya bubar. 

       Apabila seorang suami telah mendatangkan beberapa alat bukti 

dimuka persidangan dan di antara keduanya (suami-istri) telah 
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melakanakan sumpah li’an  dengan sempurnah, maka hakim akan 

menyelesaikan permasalahan pengingkaran status anak tersebut 

sesuai dengan bukti-bukti yang di hadirkan di muka persidangan.  

       Dengan diputuskannya masalah tersebut oleh hakim maka akan 

timbul beberapa akibat hukum yakni terpisanya/bubarnya ikatan 

perkawinan antara suami dan istri (cerai). Sedangkan mengenai 

status anak yang diingkari oleh seorang suami baik anak teresebut 

dilahirkan ketika seorang istri dalam kondisi talak raj’i atau talak 

ba’in tetapi ketika seorang suami dapat membuktikannya sesuai 

dengan apa yang diatur oleh Undang-undang dan suami juga sudah 

membuktikan dengan tes DNA bahwa anak tersebut bukanlah hasil 

dari hubungan denganya melainkan dengan orang lain, maka 

statusnya adalah sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut 

nantinya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya saja (pasal 43). Nampaknya Undang-undang juga 

memberikan akibat lain dari adanya pengingkaran tersebut, akibat 

tersebut adalah : 

1. Antara anak dengan laki-laki tidak saling mewarisi dan laki-laki 

tersebut tidak bertanggungjawab nafkah terhadap anak. 

2. Tidak ada hak wali, Jika anak yang dilahirkan adalah perempuan 

dan hendak menikah, maka yang menjadi wali adalah wali 

hakim, karena dia tidak mempunyai wali secara yuridis (ayah 

biologis). 
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3. Tidak ada hak nasab antara ayah dengan anak yang diingkari 

oleh suami, hal ini dikarenakan anak yang diingkari berstatus 

sebagai anak luar kawin (pasal 43). 

 


